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DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H Ka M AH A GUNG

memeriksaperkára perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan se 

bagai berikut dálam perkara 
1. YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA, 

beralamat di Jalan Pancoran Barat VII No.1, Duren Tig

Jakarta Selatan; 
2. YAYASAN LEMBAGA MENANGGULANGI MASA-

LAH MEROKOK; beralamat di Jalan Cempaka Putih 

Timur No.12, Jakarta Pusat; 
YAYASAN JANTUNG INDONESIA, beralamat di Jalan A 

reuku Umar No.8, Jakarta Pusat ; 

NAYASAN WANITA INDONESIA TANPA TEMBA- 
/KAU, beralamat di Jalan Iskandarsyah II/88 Kebayoran 

ww 

Baru, Jakara Selatan; 

5. YAYASAN KANKER INDONESIA, beralamat di GYYS 

Sam Ratulangi No.35, Jakarta Pusat, dalam hal ini kese

muanya diwakili oleh kuasanya : Yusuf Shofie, SH.MH, 

Sudaryatmo, SH, Tubagus Haryo K, SH, Carrel Ticual1,

SH, Ul Parulian Sihombing, SH, Indah Oktianti Sutomo, 

SH.M.Hum., Advokat/Pengacara Publik pada Tim Advo- 

kasi Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Merokok, 

beralamat di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 

(YLKI), Jalan Pancoran Barat VII No.1 Duren Tiga Jakarta 

Selatan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun ber- 

sama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 

Maret 2004: 
Para Pemohon kasasi, dahulu para Penggugat/para Pemban- 

ding 

melawan7 

MARA 
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mel a w an 

RT.DJARUM KUDUS Tbk., beralamat di Jalan KS.Tubun
a 7, Jakarta Barat;

2.PTIM. SAMPOERNA Tbk., beralamat di Plaza Bapindo 
Lantai 18, Jalan Jend.Sudirman Kav.54-55, Jakarta Pusat 

3. PT. PERADA SWARA PRODUCTIONS, beralamat di 

. 

Jalan Lapangan Bola No.1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

4. PT. CITRA LINTAS INDONESIA, beralamat di Lintas

House, Victoria Center, Jalan Hasanuddin No.47-51, Jakarta

Selatan 
PT. METRO PERDANA INDONESIA ADVERTISING, 

KEA 
eralamat di Samudera Building, 5h Floor, Jalan Letjend.S. 

Rarman Kav.35, Jakarta Barat; 
"T. RAJAWALI cITRA TELEVISI NDONESIA 
RCT), beralamat di Jalan Raya Perjuangan Kebon Jeruk,

JakartaBarat;
PT. SURYA CITRA TELEVISI (SCTV), beralamat di 

Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.21, Jakarta Selatan ; 

PT. JURNALINDo AKSARA GRAFIKA (Penerbit 

Koran Bisnis Indonesia), beralamat di Wisma Bisnis 

NEGE

Indonesia Lt.5 & 6, Jalan Jend. S. Parman Kav.12-13, Slipi,

Jakarta Barat; 
9. PT. ERA MEDIA INFORMASI (Penerbit Majalah Gatra), 

beralamat di Jalan K¡libata Timur IV No.15, Kalibata, 

JakartaSelatan;
Para Termohon kasasi, dahulu para Tergugatpara Terbanding 

Mahkamah Agung tersebut

Membaca surat-surat yang bersangkutan; 

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut termyata bahwa sekarang 

Para Pemohon kasasi sebagai para Penggugat asli telah menggugat sekarang Para 

Termohon 



Ternphon kasasi sebagai para Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan 
Negéri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil: 

t Keiudukan dan Kepentingan Hukum Para Penggugat asli sebagai Lembaga 
Swadaya Masyarakat yang Bergerak di Bidang Perlindungan Konsumen dan 
atau Perlindungan Kesehatan Masyarakat; 
1. Bahwa Para Penggugat asli adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan ke 

inginan sendiri di tengah masyarakat, yang bergerak, berminat dan didiri- 

kan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan kon- 
sumen dan atau perlindungan kesehatan masyarakat di Indonesia; 

2. Bahwa tugas dan peranan Para Penggugat asli dalam melaksanakan ke-
A giatan-kegiatan perlindungan konsumen dan atau perlipdungan kesehatan A 

masyarakat di Indonesia, serta dalam mendayagunakan lembaganya se 
agai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masya
rakat dalam memperjuangkan perlindungan konsumen dan atau perlin- 

dungan kesehatan masyarakat di Indonesia tercermin dan atau ditentukan 

EGE dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga Para Penggugat 
seperti yang akan disebutkan dibawah ini ; 

2.aPalam Pasal 5 Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Konsumen 
ndonesia disebutkan bahwa tujuan dari lembaga ini adalah mem- 

berikan perlindungan dan bimbingan kepada masyarakat konsumen 
menuju kepada kesejahteraan keluarga. Adapun untuk mencapai 
usaha-usaha tersebut, lembaga ini (Pasal 6) melakukan berbagai 
usaha dalam bidang pendidikan, penyuluhan, dan penerangan, pene 
litian, survei dan pengumpulan data serta statistik; 

2.2. Dalam Pasal 5 Yayasan Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok 
disebutkan bahwa tujuan darí lembaga ini adalah membangun kese 

hatan masyarákat Indonesia atas dasar kemanusiaan untuk mening 
katkan kesadaran dan pengetahuan musyarakat tentang bahaya rokok 

bagi kesehatan, dengan membina kebudayaan dan tata krama baru 
kebiasaan merokok yang mengacu pada pengurangan resiko dan 

gangguan.. 



ngguan terhadap lingkungan dalam memenuhi hak azazi bukan 

peokok untuk mencapai kondisi hidup sehat lahir dan bathin. Ada- 

pu usaha-usaha untuk mencapai usaha tersebut, dalam Pasal

LM3 berusaha untuk melakukan berbagai kegiatan dan kerjasama 

dengan instansi Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan 

pembinaan organisasi secara nasional di bidang pendidikan, penyu- 

luhan dan kehumasan, pembinaan organisasi, hukum dan advocacy, 

medik, penelitian dan pengkajian- serta pengembangan dana ; 

2.3. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Yayasan Jantung Indonesia disebut 

kan, maksud didirikan Yayasan Jantung adalah meningkatkan kesa- 

daran masyarakat terhadap masalah penyakit jantung dan pembuluh 

14 darah serta upaya-upaya-upaya pencegahan dan penanEgulangannya. 

Sedangkan tujuan Yayasan Jantung adalah mewujudkan masyarakat 

ndonesia yang sehat, sejahtera dan terhindar dari penyakit jantung 

can pembuluh darah. Bahwa uptuk mencapai maksud dan tujuan, 

Yayasan Jantung melaksanakan usaha antara lain : (a) menyeleng- 

arakan kegiatan yang bersifat promotit/preventif dengan jalan pe 

ALD nerangan/penyuluhan, oláh raga jantung sehat dan lain-lain agar 

masyarakat mampu menjaga diri dari penyakit jantung dan pembuluh

larah
4palam Pasal 4 Anggaran Dasar Yayasan Wanita Indonesia Tanpa 

Tembakau (YWITT), disebutkan' maksud dan tujuan YWITT adalah

meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok dengan 

menciptakan sebuah jaringan kerja nasional wanita yang ingin ber 

peran serta dalam penanggulangan akibat bahaya merokok terhadap 

perokok dan lingkungannya sehingga tercipta suatu masyarakat 

Indonesia yang sehat dan bebas, tembakau. Bahwa untuk mencapai

maksud dan tujuan, YWITT melaksanakan usaha antara lain : (a)

menyebarkan informasi seluas-luasnya mengenai bahaya tembakau 

bagi kesehatan; (b) meningkatkan peranan wanita dalam upaya pe 

nanggulangan bahaya merokok dengan cara persuasif, arif dan me-

lalui . 
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galni budi pekerti yang baik; (c) membangun kesadaran dan kepe-

dultan masyarakat bahwa bahaya merokok itu tidak hanya memba- 

haylakan diri perokok melainkan juga terhadap masyarakat di seke-

ilingnya; 
2.5. Dalam Pasal 6 Anggaran Dasar Yayasan Kanker Indonesia disebut- 

kan bahwa YKI bertujuan untuk bersama Pemerintah dan masyarakat 

membangun manusia Indonesia seutuhnya untuk mencapai kesejah- 

teraan lahir dan bathin dengan memelihara dan mewujudkan derajad

kesehatan masyarakat yang optimal, khususnya dalam upaya penang 

gulangan kanker, dengan menyelenggarakan kegiatan di bidang 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Bahwa untuk mencapai

tujuannya, YKI berusaha, antara lain: 1. Menyelenggaran berbagai 

kegiatan dan dengan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat 

yang meliputi kegiatan penyuluhan dan penerangan masyarakat, 

A pelayanan dan rehabilitasi, pendidikan dan latihan profesi serta 

penelitian dan registrasi kanker; 2. Mengembangkan dan membina 

kerjasama dengan yayasan/organisasi yang bertujuan sama, baik di 

dalam maupun diluar negeri; 
Bahwa dalam menjalankan tugas dan peramannya tersebut, Para Penggugat 

asli secara nyata dan terus menerus membuktikan dirinya peduli terhadap 

giatan perlindungan konsumen dan atau perlindungan kesehatan masya- 

t di Indonesia, dan juga telah mendayagunakan lembaganya sebagai 

aina untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam

a.smémperjuangkan perlindungan konsumen dan atau perlindungan kesehatan

masyarakat di Indonesia, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (notoire 

feiten) 
4. Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat asli menggunakan mekanisme dana 

atau prosedur gugatan organisasi/lembaga swadaya masyarakat (legal stan- 

ding) yang sudah diakui dalam doktrin hukum dan peraturan perundang- 

undangan di Indonesia, yaitu bertindak untuk kepentingan perlindungan kon- 

sumen dan atau perlindungan kesehatan masyarakat di Indonesia; 

5. Bahwa7. 



5. Bahwa landasan hukum Para Penggugat asli mengajukan gugatan dengan 

menggunakan mekanisme dan atau prosedur gugatan organisasi/lembaga 

swadayà masyarakat (legal standing) adalah sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 46 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

yang menyebutkan bahwa 
Ayat (1): "Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh 

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi 

syarat, yaitu berbentuk badan hukum aeau yayasan, yang dalam anggaran 

dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi 

tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melak
sanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; 

A Ayat (2): " Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga
A 

perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah sebagaimana 

imaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d diajukan kepada per- 

adilan umum;
Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka kepentingan hukum Para Penggugat 

untuk mengajukan gugatan adalah dalam rangka mewujudkan perlin-
XOan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia, sebagaimana ditentukan 

alPasal 46 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Kousmen diatas; 
7BAwa Para Penggugat a_li adalah pihak yang peduli kepada konsumen yang 

mempunyai kepentingan hukum secara langsung mengenai keberlangsungan 

penegakan hukum Perlindungan Konsumen dalam bidang kesehatan khusus-

nya

8. Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum di atas, maka jelaslah 

bahwa Para Penggugat asli mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepen-

tingan untuk mengajukan gugatan ini sebagai hak gugat lembaga per

lindungan konsumen swadaya masyarakat; 

9. Bahwa berdasarkan praktek peradilan di Indonesia gugatan legal standing 

sudah menjadi preseden hukum dan diakui keberadaannya, diantaranya dalam

gugatan perkara perdata No.127/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. antara Yayasan Ke 

pedulian. 
Pt. hancu,h2 



tidak jauh berbeda dengan laporan US Surgeon tersebut, 

eperi: "Nikotin menimbulkan sifat ketagihan. Dengan demikian, 

kit henjalankan usaha menjual nikotin, suatu obat yang membuat 

Ponakainya ketagihan" (Addison Yeaman dari Bron dan William- 
son, 17 Juli 1963), "Industri tembakau beruntung, karena nikotin

. 

membuat orang ketagihan menggunakannya dan bersifat unik 

dalam berbagai sikap fisiologisnya" (Memo perencanaan Riset 

oleh Peneliti Claude Teague, RJ. Reynolds Tobacco Co., 1972); 

"Sedikit sekali konsumen yang menyadari tentang pengaruh ni- 

MA kotin, yaitu sifatnya yang membuat orang ketagihan, dan bahwa 

nikotin adalah racun" (Memorandum Brown dan Williamson yang

ditandatangani oleh H.D. Steele, 1978) ; 

ds/Selain mengandung nikotin, ternyata di dalam setiapbatangrokok

terkandung sekitar 4.000 racun kimía, diantaranya adalah tar yang 

bersifat karsinogenik. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pir- 

rolidin yang terdapat dalam nikotianá tabacum, nikotiana rustikaNEGRA 

an spesies lainnya atau sintesisnya yang bersifat adiktif dan dapat 

engakibatkan ketergantungan. Sedangkan tar adalah senyawa 

olinuklir hidrokarbon aromatik yang bersifat karsinogenik. 
Bahwa definisi tersebut berdasarkan pada PP No.81 tahun 1999 

tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan; 

16. Penggunaan tar dan zat-zat kimia lainnya tersebut menyebabkan kon- 

sumsi rokok menimbulkan dampak yang besar bagi kesehatan, yaitu 

dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit

jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, bronkhitis kronis dan 

gangguan kehamilan; 

17. Sedangkan WHO sendiri menyatakan dampak dari konsumsi merokok 

adalah satu dari dua perokok yang mulai merokok pada usia muda dan 

terus merokok seumur hidup, akhirnya akan meninggal karena penyakit 

yang berkaitan dengan tembakay. Rata-rata perokok yang mulai merokok 

pada usia remaja dan terus merokok secara tetap akan mengalami 50% 

kemungkinan 7.. 
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negurus masalah kesehatan, pada tahun 1999 memperkirakan bahwa

sekir sepertiga dari penduduk dewasa sedunia (atau sekitar 1,1 milyar

orang 200 ribu orang diantaranya wanita, adalah perokok. Jumlah mana 

befum termasuk perokok anak dan remaja. Selanjutnya WHO menyata-

kan bahwa diseluruh dunia sekitar 47% pria dan 12% wanita adalah pe- 

rokok, sedangkan di negara-negara berkembang sekitar 48% pria dan 7% 

wanita adalah perokok;

14. Bahwa di Indonesia menurut Dr. Uton Muchtar Rafei MPH (Direktur 

Regional Organisasi Kesehatan Sedunia Asia Tenggara) diperkirakan 

bahwa konsumsi perkapita merokok orang dewasa naik hampir tiga kali 

lipat. Pada tahun 1970 prevalensi tersebut hanya 500 perkapita, pada 

tahun 1990 meningkat menjadi 1.180 dan pada tahun 1996 konsumsi per- KA 
kapitanya telah mencapai 1.127. Saat ini, secara nasional, diperkirakan 

50% pria dan 5 % wanita merokok. Survei di Lombok menemukan 

fbahwa 75% laki-laki adalah merokok. Dan 80% dari laki-laki perokok 

tersebut berasal dari golongan berpenghasilan menengah dan rendah; 
7 

15. Bahwa semakin meningkatnya kon_umsi rokok sesuai dengan data WHO 

an GAPRIND0 diatas, baik berupa semakin meningkatnya konsumsiEGE 

tok perorangnya maupun semakin meningkatnya konsumen rokok 

perhula, merupakan konsekwensi dari penggunaan zat nikotin yang ber 

AAt adiktifdan menimbulkan efek ketagihan, sebagai salah satu bahan 

aku terpenting dari rokok; 

15.1. Menurut Laporan US Surgeon General (1998), sebagaimana di-

kutip oleh WHO berkesimpulan bahwa rokok dan semua bentuk

penggunaan tembakau membuat pemakainya ketagihan. Nikotin

mempunyai' pengaruh pada sistem reward domain otak, sama 

dengan apa yang ada pada heroin, amphetamin, dan kokain.

Dalam urutan sifat ketagihan obat yang psikoatif, nikotin ditetap- 

kan sebagai lebih menimbulkan ketagihan dibanding heroin, ko-

kain, kafein dan marijuana; 

15.2. Sedangkan industri tembakau sendiri juga memberikan kesimpulan 

yang 

ALZA 



pedullan untuk Konsumen Anak (KAKAK) melawan PT. BAT Indonesia 

I. FAKTAHUKUM 
10 Bahiwa rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu

atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, 

Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung 

nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tembakau, definisi mana di- 

nyatakan dalam Peraturan Pemerintah No.81 tahun 1999, yang peng- 

gunaannya lazim dilakukan dengan menghisap; 

11. Bahwa industri rokok merupakan bidang usaha yang menggiurkan, ber

sifat padat karya, padat modal dan memberikan kontribusi keuntungan 

yang besar karena sifat produksinya yang massal, dan merupakan notoire 

feiten, bahwa tidak sedikit industri yang memproduksi rokok telah men 

jadi industri besar bahkan menjadi industri yang bersifat konglomerasi; 

Berdasarkan penelitian dari Gabungan Produsen Rokok Putih di Indo- 

nesia diperkirakan konsumsi rokok (baik kretek maupun rokok putih) 

pada tahun 2001 adalah sekitar 256,3 milyar batang, yang merupakan 

JAKAR peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, diperkirakan meningkat pada 

a hun berikutnya, sebagaimana terdapat dalam majalah Siwa Sembada 

Eo.26 edisi 18 Desember- 10 Januari2001;

Proyek Konsumsi Rokok Nasional (versi Gaprindo) 

RokokPutihTahun Rokok Kretek

1997 179.800.000.000 19.900.000.000 

1998 190.600.000.000 21.900.000.000 

1999 202.100.000.000 24.100.000.000 

2000 214.200.000.000 26.500.000.000 

2001 227.100.000.000 29.200.000.000 

2002 240.600.000.000 32.100.000.000 

13. Bahwa oleh karena produksinya bersifat massal, maka bukanlah hal yang 

aneh bila World Health Organization (WHO), sebuah badan PBB yang 

mengurus 
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epungkinan kematian karena rokok. Seperdua dari mereka akan me 

pinggl pada usia setengah baya (sebelum 70 tahun) atau kehilangan se 

ite 2 tahun harapan hidup normal. Para perokok yang terus merokok

dálam jangka waktu panjang akan menghadapi kemungkinan kematian 3 

kali lebih tinggi dari pada mereka yang bukan perokok di semua usia 

sejak usia remaja. Hasil studi WHO menemukan bahwa kematian yang 

disebabkan oleh rokok di seluruh dunia dapat berlipat 3 dalam dua de 

kade mendatang. Sampai sekarang tercatat lebih dari 25 penyakit yang 

disebabkan oleh tembakau ; antara lain : 1. Sesak napas, peningkatan 

denyut jantung, peningkatan asma, impotensi, kekurang suburan dan pe 

A ningkatan karbon monoksida dalam darah; 2. Resiko jangka panjang

.merokok, adalah: serangan jantung dan stroke, kanker pann-paru, dan AM 

anker lainnya (seperti kanker tenggorokan, rongga mulut, pharyngx, ke 

rpngkongan, pankreas, kandung kencing, leher rahim, leukimia) dan pe 

nyakit paru-paru obstruktif kronik (bronkhritis kronis dan emfisema); 

3. Bukan hanya diperokok, orang sekelilingnya juga akan tegkena pe- 

RIDgaruh asap tembakau. Bernapas di tengah asap orang lain telah terbukti

enyebabkan kematian mendadak pada bayi, penyakit pemapasan dan 

pyakit telinga tengah pada bayi dan anak-anak, serta kanker paru-paru 

n penyakit jantung pada orang dewasa. Anak-anak menghadapi resiko 

yang lebih besar, karena orang tua yang merokok akan meningkatkan 

kemungkinan anak-anak mereka yang menjadi perokok (buku WHO, 

hal.13); 
18. Bahwa peningkatan konsumsi rokok yang cukup signifikan, sebagaimana 

diuraikan dalam butir 12 diatas, tidak dapat dilepaskan dari usaha-usaha 

kampanye, baik itu dalam bentuk promosi, iklan/reklame dan sponsor- 

nya, oleh industri rokok dalam memasarkan produknya dengan meng- 

gunakan media massa, seperti media massa elektronik dan atau media 

nassa cetak serta media luar ruang (billboard) dalam bentuk mena- 

yangan iklan rokok; 
19. Bahwa . 
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19. Bahwa yang dimaksud iklan rokok adalah kegiatar: untuk memperkenal 

kanemasyarakatkan dan mempromosikan rokok dengan atau tanpa

imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen 

: 

agar menggunakan rokok yang ditawarkan. Hal mana definisi tersebut

berdasarkan Peraturan Pemerintah No.81 tahun 1999 tentang Peng 

amanan Rokok bagi Kesehatan; 

20. Bahwa amat pentingnya penggunaan iklan sebagai alat kampanye in-

dustri rokok dapat dilihat dari semakin meningkatnya anggaran yang di-

sediakan oleh industri rokok untuk periklanan. Berikut tabel tentang data 

belanja iklan rokok di seluruh media massa, cetak dan elektronik, selama

kurun waktu 5 tahun menurut Media Scene (1996-2000) yaitu 

Belanja Iklan Rokok di Media Massa (1996-2000) 

Tahun Rokok Kretek Rokok Putih Total

1996 71.305.000.000 50.652.000.000 121.957.000.000 

1997 129.734.000.000 60.841.000.000 190.575.000.000 

1998 171.091.000.000 61.764.000.000 232.855.000.000 

1999 222.447.000.000 90.650.000.000 313.097.000.000 

230.229.000.000 59.793.000.000 290.022.000.000 2000
SEGER 

ahwa dalam proses pengiklanan tersebut, industri (produsen) rokok 

Adak hanya melibatkan media yang bersangkutan, melainkan juga me 

libatkan production house (rumah produksi) dalam proses produksinya. 

Ketika pengikatan (industri rokok) bermaksud memasarkan hasil pro 

duksi dengan cara beriklan, maka pengiklanan akan menghubungi biro 

iklan untuk pembuatannya. Pada tahap pertama biro iklan akan membuat

story board dengan mengacu pada peraturan dan kode etik yang ada ten- 

tang iklan rokok, yang kemudian akan disampaikan pada pengiklan. Bila 

telah disepakati konsep story board maka dibuatlah iklan tersebut dengan

melibatkan production house dalam pelaksanaannya. Padahal dasarnya

baik pengiklan maupun biro iklan dan pihak production house, sama- 

sama mengetahui dan telah menyepakati iklan yang akan dibuat;

22. Bahwa .. 
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22. Bahwa dalam rangka meminimalisasi konsumsi rokok serta meminimali-

sasi campak bahaya dari rokok, Pemerintah mengeluarkan rambu-rambu 

bagi/setiap pelaku usaha periklanan, yaitu dalam hal pembatasan jam 
wyang khususnya di media elektronik (radio dan TV) dan substansi dan 

persuasi iklan rokok dalam mengiklankan rokok, sebagaimana terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah; 

23. Bahwa fakta yang terjadi, Para Penggugat asli telah menemukan fakta- 

faktapenayangan iklan rokok, sebagai berikut
23.1. Bahwa Tergugat asli I, dengan meBalui Tergugat asli III telah me 

nayangkan iklan rokok dalam bentuk menampilkan bungkus

rokok dan isi rokok dengan waktu tayang sekurang-kurangnya 

tanggal 10 Februari 2001, 24 Februari 2001, 26 Februari 2001 di 

Media Tergugatasli IX 
, A 

232 Bahwa Tergugat asli I dengan melalui Tergugat asli Il telah me 

nayangkan iklan rokok dalam bentuk iklan rokok yang

menampilkan bungkus rokok dan isi rokok dengan waktu tayang

sekurang-kurangnya antara tanggal 25 Juni 2001 sampai dengan

28 Juni 2001 di Media Tergugat asli VI ; 

23.3. Bahwa Tergugat asli I dengan melalui Tergugat asli IlI telah me 

nayangkan iklan rokok dalam bentuk bungkus rokok dengan

waktu tayang sekurang-kurangnya antara tanggal 9 Juli 2001

sampai dengan 10 Juli 2001 di Media Tergugat asli VII ; 

23.4. Bahwa Tergugat asli I dengan melalui Tergugat asli Il telah me- 

nayangkan iklan rokok dalam bentuk penggambaran wujud rokok 

dengan waktu tayang sekurang-kurangnya antara tanggal 10 Juli 

2001, 16 Juli 2001, 6 Agustus 2001, 13 Agustus 2001, dan 20 

Agustus 2001, di Media Tergugat asli VIII; 
23.5. Bahwa Tergugat asli II, dengan melalui Tergugat IV telah

menayangkan iklan rokok dalam bentuk bungkus rokok dengan

waktu tayang sekurang-kurangnya pada tanggal 27 Juni 2001 

sampai dengan 30 Juni 2001 di MediaTergugat asli VI; 

23.6. Bahwa/.. 
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236Bahwa Tergugat asli II, dengan mclalui Tergugat asli V telah 

enayangkan iklan rokok dalam bentuk bungkus rokok dengan

waktu tayang sekurang-kurangnya pada tanggal 29 Juni 2001 di 

Media Tergugat asli VI; 

II. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM 

1. Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah No.81 tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kese 

hatan, dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (2), menentukan bahwa : "Iklan

rokok pada media elektronik hanýa dapat dilakukan pada pukul 21.30 

sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat"; 

1.1. Bahwa tindakan Tergugat asliI (untukmerek produk Djarum Black),

Tergugat asli IIl dan Tergugat asli VI yang menayangkan iklan 

rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Selasa tanggal 6 

Nopember 2001 jam 13:51:50 siang, adalah merupakan perbuatan 
A 

melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah 

No.38 tahun 2000 diatas;

2. Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Djarum 

Black), Tergugat asli III dan Tergugat aslí VI yang menayangkan 
EGER

iklan rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Selasa

tanggal 6 Nopember 2001 jam 14:04:19 siang, adalah merupakan 

Eperbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas; 

A.3. Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Djarum Black)

Tergugat asli III dan Tergugat asli VI yang menayangkan iklan 

rokok Tergugat asli 1, sekurang-kurangnya pada hari Rabu tanggal 7 

Nopember 2001 jam 10:47:12 siang, adalah merupakan perbuatan 

melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah 

No.38 tahun 2000 diatas; 

1.4. Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Djarum Black), 

Tergugat asli III dan Tergugat asli VI yang menayangkan iklan 

rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Rabu tanggal 7, 

Nopember.. 

. 
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opember 2001 jam 11:05:24 siang, adalah merupakan perbuatan 
melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah 

No38 tahun 2000 diatas
1.5 Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Djarum Black), 

Tergugat asli Ill dan Tergugat asli VI yang menayangkan iklan 

rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Rabu tanggal 7 

Nopember 2001 jam 11:22:38 siang, adalah merupakan perbuatan 

melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah 

No.38 tahun 2000 diatas; 
1.6. Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Mustang

Light), Tergugat asli III dan Tergugat asli VI yang menayangkan 

A iklan rokok Tergugat asli 1, sekurang-kurangnya pada hari Kamis 

tanggal8 Nopember 2001 jam 21:26:05 malam, adalah merupakan 

2perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas; 

.7 Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Mustang 

Light), Tergugat asli II dan Tergugat asli VI yang menayangkan 

iklan rokok Tergugaf asli I, sekurang-kurangnya pada hari KamisJAKAR 
EGER 

anggal 8 Nopember 2001 jam 21:26:10 malam, adalah merupakan 

perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas;
Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Djarum Super), 

Tergugat asli III dan Tergugat asli VI yang menayangkan iklan 

rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Kamis tanggal

8 Nopember 2001 jam 21:28:10 malam, adalah merupakan perbuatan 
melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah 

No.38 tahun 2000 diatas;
1.9. Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Mustang 

Light), Tergugat asli IIl dan Tergugat asli VI yang menayangkan 
iklan rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Kamis 

tanggal 8 Nopember 2001 jam 21:29:55 malam, adalah merupakan 

perbuatan, 
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perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah No.38 tahun2000 diatas

M.1 Buhwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Djarum 

Black), Tergugat asli II dan Tergugat asli VI yang menayangkan 

iklan rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Selasa

tanggal 13 Nopember 2001 jam 10:47:37 siang, adalah merupakan 

perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas; 

1.11. Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Djarum 

Black), Tergugat asli III dan Tergugat asli VI yang menayangkan 

iklan rokok Tergugat asli 1, sekurang-kurangnya pada hari Selasa 

tanggal 13 Nopember 2001 jam 13:59:33 siang, adalah merupakan AM 
perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas

Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Djarum 

Black), Tergugat asli II dan Tergugat asli V yang menayangkan 

iklan rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Selasa 

tanggal 13 Nopember 2001 jam 14:22:21 siang, adalah merupakan 

perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas 

es 
aaL Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Djarum 

Black), Tergugat asli II dan Tergugat asli VI yang menayangkan 

iklan rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Rabu 

tanggal 14 Nopember 2001 jam 06:58:21 pagi, adalah merupakan 

perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas;

1.14. Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Djarum 

Black), Tergugat asli IlI dan Tergugat asli VI yang menayangkan 

iklan rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Rabu 

tanggal 14 Nopember 2001 jam 11:32:17 siang, adalah merupakan 

perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas; 

1.15.Bahwa.
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1.18Bahva tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Djarum 

Blpok), Tergugat asli Il dan Tergugat asli VI yang menayangkan 

iklan' rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Rabu 

.nggal 14 Nopember 2001 jam 14:18:03 siang, adalah merupakan 

pe.buatan meiawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas; 

1.16. Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Djarum

Super), Tergugat asli II dan Tergugat asli VI yang menayangkan 

iklan rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Sabtu

tanggal 17 Nopember 2001 jam 05:03:46 pagi, adalah merupakan 

perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan 

CPemerintah No.38 tahun 2000 diatas 

.13/Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Djarumn 

Coklat), Tergugat asli II dan Tergugat asli VI yang menayangkan 

iklan rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Minggu 

tanggal 18 Nopember 2001 jam 05:01:12 pagi, adalah merupakan 

perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan ECER 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas;

NaEBahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Djarum 

Coklat), Tergugat asli III dan Tergugat asli VI yang menayangkan 

iklan rokok Tergugat asli , sekurang-kurangnya pada hari Senin 

tanggal 19 Nopember 2001 jam 05:04:19 pagi, adalah merupakan 

perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas; 

1.19. Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Djarum 

Coklat), Tergugat asli II dan Tergugat asli VI yang menayangkan 

iklan rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Selasa 

tanggal 20 Nopember 2001 jam 05:03:45 pagi, adalah merupakan 

perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas; 

1.20. Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Djarumn 

Coklat),. 
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Coklat), Tergugat asli III dan Tergugat asli VI yang menayangkan 

klan rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Kamis

tariggal 22 Nopember 2001 jam 05:02:38 pagi, adalah merupakan 

perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas;

1.21. Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Djarum

Coklat), Tergugat asli II dan Tergugat asli VI yang menayangkan 

iklan rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Jum'at 

tanggal 23 Nopember 2001 jam 05:03:55 pagi, adalah merupakan 

perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas;

1.2ABahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk"Djarum 

Coklat), Tergugat asili Il dan Tergugat asli VI yang menayangkan 

lan rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Sabtu 

tanggal 24 Nopember 2001 jam 05:05:51 pagi, adalah merupakan 

perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas;

Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk DjarumnNEGE 

AFuper), Tergugat asli II dan Tergugat asli VI yang menayangkan 

klan rokok Tergugat asli, I, sekurang-kurangnya pada hari Senin 

tanggal 26 Nopember 2001 jam 05:01:09 pagi, adalah merupakan 

perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas;

1.24. Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Djarum 

Coklat), Tergugat asli II dan Tergugat asli VI yang menayangkan 

iklan rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Selasa 

tanggal 27 Nopember 2001 jam 05:01:56 pagi, adalah merupakan 

perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas; 

1.25. Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Djarum 

Coklat), Tergugat asli Il dan Tergugat asli VI yang menayangkan 

iklan,7. 

' 
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ERI 

klan rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Rabu 

anggal 28 Nopember 2001 jam 05:00:49 pagi, adalah merupakan 

pgtbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas;

1.26. Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Djarum
Coklat), Tergugat asli II dan Tergugat asli VI yang menayangkan 

iklan rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Rabu 

tanggal 28 Nopember 2001 jam 05:06:24 pagi, adalah merupakan 

perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas; 

1.27. Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Djarum 

Black), Tergugat asli II dan Tergugat asli VI yang menayangkan 

iklan rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Sabtu 

tanggal 1 Desember 2001 jam 05:01:27 pagi, adalah merupakan 

perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peranuran 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas;

Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Djarum
SEG 

Poklat), Tergugat aiali II dan Tergugat asli VI yang menayangkan 

klan rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Jum'at 

anggal 14.Desember 2001 jam 21:27:33 malam, adalah merupakan 

perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peranuran 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas 

1.29. Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Mustang

Lights), Tergugat asli II dan Tergugat asli VI yang menayangkan 

iklan rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Kamis 

tanggal 20 Desember 2001 jam 21:26:57 malam, adalah merupakan- 

perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturar 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas;

1.30. Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Mustan 

Lights), Tergugat asli II dan Tergugat asli VI yang menayangka

iklan rokok Tergugat asli , sekurang-kurangnya pada hari Kami 

tanggal
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ranggal 20 Desember 2001 jam 21:27:02 malam, adalah merupakan 

erbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas 
1.313ahwa tindakan Tergugat,asli I <untuk merek produk Djarum 

Black), Tergugat asli III d¡n Tergugat asli VI yang menayangkan 

iklan rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Kamis 

tanggal 20 Desember 2001 jam 21:27:47 malam, adalah merupakan 

* 

perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas; 
1.32. Bahwa tindakan Tergugat asli I (untuk merek produk Mustang 

A Lights), Tergugat asli II dan Tergugat asli VI yang menayangkan BA 

klan rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada hari Kamis 
tanggal 20 Desember 2001 jam 21:29:32 malam, adalah merupakan 

perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas; 
33. Bahwa tindakan Tergugat asli II (untuk merek produk Sampoerna 

A Mild), Tergugat aslË IV dan Tergugat asli VI yang menayangkan 

lan rokok Tergugat asli II, sekurang-kurangnya pada edisi hari 

SECE 

lamis tanggal 8 Nopember 2001 jam 21:27:25 malam, adalah me- 

upakan perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan 

Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas 

1.34. Bahwa tindakan Tergugat asli II (untuk merek produk Sampoerna 
A Mild), Tergugat asli IV dan Tergugat asli VII yang menayangkan 

iklan rokok Tergugat asli I, sekurang-kurangnya pada edisi hari 

Minggu tanggal 23 Nopember 2001 jam 20:05:25 malam, adalah 

merupakan perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan 

dengan Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2000 diatas; 

2. Peraturan Pemerintah No.81 tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok

Bagi Kesehatan, dalam Pasal 18, menentukan bahwa materi iklan dilarang: 

1.1. Merangsan atau menyarankan orang untuk merokok;

1.2. Memperagakan atau menggambarkan dalam bentuk gambar, tulisan 

atau 
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ata gabungan keduanya rokok atau orang sedang merokok atau 

mengarahkan pada orang yang sedang merokok; 
13 Menbantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;

2 Bahwa tindakan Tergugat asl/ I, Tergugat asli III dan Tergugat asl 
s1X yang menayangkan iklan rokok Tergugat asli dalam bentukme 

nampilkan bungkus rokok dan isi rokok, adalah merupakan per- 

buatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan Pe 

merintah No.81 tahun 1999; 

2.2. Bahwa tindakan Tergugat asli 1, Tergugat asli II dan Tergugat asli 

VI yang menayangkan iklan rokok Tergugat asli dalam bentuk

menampilkan bungkus rokok dan isi rokok, adalah merupakan per- 

uatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan Pe- 

nerintah No.81 tahun 1999;

3Bahwa tindakan Tergugat asli , Tergugat asli III dan Tergugat asli 

VII yang menayangkan iklan rokok Tergugat asli dalam bentuk 

menampilkan bungkus rokok, adalah merupakan perbuatan melawan 

AMAREGER

hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.81

Etahun 1999; 
Bahwa tindakan Tergugat asli I, Tergugat asli II dan Tergugat asli 

VII yang menayangkan iklan rokok Tergugat asli dalam bentuk 

penggambaran wujud rokok, adalah merupakan perbuatan melawan 

hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.81

tahun 1999; 

2.5. Bahwa tindakan Tergugat asli II, Tergugat asli IV dan Tergugat asli 

V yang menayangkan iklan rokok Tergugat asli dalam bentuk

menampilkan bungkus rokok, adalah merupakan perbuatan melawan 

hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.81 

tahun 1999; 

2.6. Bahwa tindakan Tergugat asli II, Tergugat asli V dan Tergugat VI 

yang menayangkan iklan rokok Tergugat asli dalam bentuk menam- 

pilkan 
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pikan bungkus rokok, adalah merupakan perbuatan melawan hukum 
dan atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.81 tahun 

1999;
Tatarama dan Tata Cara Periklanan Indonesia Yang Disempurnakan 

Komisi Periklanan Indonesia (KPT), menentukan bahwa iklan rokok tidak 

boleh mempengaruhi dan merangsang orang untuk merokok; 
3.1. Bahwa tindakan Tergugat asli 1, Tergugat asli II dan Tergugat asii 

IX yang menayangkan iklan rokok Tergugat asli, yang menampilkan 

bungkus rokok dan isi rokok, adalah merupakan perbuatan melawan

hukum dan atau bertentangan dengan "Tata Krama dan Tata Cara 

Periklanan Indonesia Yang Disempurnakan"; 
3Bahwa tindakan Tergugat asli I, Tergugat asli III dan Tergugat asli 

I yang menayangkan iklan rokok Tergugat asli,yang menampilkan 

bungkus rokok dan isi rokok, adalah merupakan perbuatan melawan 

hukum dan atau bertentangan dengan "Tata Krama dan Tata Cara 

Periklanan Indonesia Yang Disempurnakan"; 
EGE 

Bahwa tindakan Tergugat asli I, Tergugat asli III dan Tergugat asli 

Vl yang menayangkan iklan rokok Tergugat asli, yang menampil-

Ekan bentuk bungkus rokok, adalah merupakan perbuatan melawan 

hukum dan at¡u bertentangan dengan "Tata Krama dan Tata Cara 

Periklanan Indonesia Yang Disempurnakan"; 

3.4. Bahwa tindakan Tergugat asli I, Tergugat asli IlI dan Tergugat asli 

VIl yang menayangkan iklan rokok Tergugat asli, yang menggam- 

barkan wujud rokok, adalah merupakan perbuatan melawan hukum

dan atau bertentangan dengan "Tata Krama dan Tata Cara Periklanan 

Indonesia Yang Disempurnakan"; 

3.5. Bahwa tindakan Tergugat asli I1, Tergugat asli IV dan Tergugat asli 

VI yang menayangkan iklan rokok Tergugat asli, yang menampil- 

kan bentuk bungkus rokok, adalah merupakan perbuatan melawan 

hukum dan atau bertentangan dengan "Tata Krama dan Tata Cara 

Periklanan Indonesia Yang Disempurnakan"; 
3.6. Bahwa 7. 
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Rahwa tindakan Tergugat asli II, Tergugat asli V dan Tergugat asli AKAR 
yang menayangkan iklan rokok Tergugat asli, yang menampilkan 

Guntuk bungkus rokok, adalah merupakan perbuatan melawan 
hukum dan atau bertentangan dengan "Tata Krama dan Tata Cara 

Periklanan Indonesia Yang Disempurnakan" ; 
, 

4. Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 

dalam Pasal 17 ayat (1) menentukan bahwa "Pelaku usaha periklanan di- 

larang memproduksi iklan yang melanggar etika dan atau ketentuan Per- 

aturan Perundang-undangan mengenai periklanan" 

4.1. Bahwa tindakan Tergugat asli I, Tergugat asli III dan Tergugat asli 

IX yang menayangkan iklan rokok Tergugat asli, yang menampilkan 

AM A 
bungkus rokok dan isi rokok, yang bertentangen dengan "Tata 

Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia Yang Disempurnakan" 

diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan atau berten- 

angan Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen di atas; 
Bahwa tindakan Tergugat asli I, Tergugat asli W dan Tergugat asli 

VI yang menayangkan iklan rokok Tergugat asli, yang menampilkan 

bungkus rokok dan isi rokok, yang bertentangan dengan "Tata

Krama dan Tata Cara Periklánan Indonesia Yang Disempurnakan" 

diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan atau berten 

tangan Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen di atas; 

4.3. Bahwa tindakan Tergugat asli I, Tergugat asli III dan Tergugat asli 

VII yang menayangkan iklan rokok Tergugat asli, yang menampil-

kan bungkus rokok, yang bertentangan dengan "Tata Krama dan 

Tata Cara Periklanan Indonesia Yang Disempurnakan" diatas adalah 

merupakan perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan 

Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

di atas 
4.4. Bahwa tindakan Tergugat asli I, Tergugat asli III dan Tergugat asli 

VIII 

sa 
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I yang menayangkan iklan rokok Tergugat asli, yang menampil-
penggambaran wujud rokok, yang bertentangan dengan "Tata 

Rjama dan Tata Cara Periklanan Indonesia Yang Disempurnakan" 

diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan atau berten- 

tangan Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen di atas ; 

4.5. Bahwa tindakan Tergugat asli.II, Tergugat asli IV dan Tergugat asli 

VI yang menayangkan iklan rokok Tergugat asli, yang menampil-

kan bentuk bungkus rokok, yang bertentangan dengan "Tata Krama 

A dan Tata Cara Periklanan Indonesia Yang Disempurnakan" diatas

dalah merupakan perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan 

ndang-Uadang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

i atas 
Bahwa tindakan Tergugat asli II, Tergugat asliV dan Tergugat asli 

EGE 
VI yang menayangkan iklan rokok Tergugat asli, yang menampil- 

kan bentuk bungkus rokok, yang bertentangan dengan "Tata Krama

Aen Tata Cara Periklanan Indonesia Yang Disempurnakan" diatas 

alah merupakan perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan 

ndang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

stas 
5. Undang-Undang No.24 tahun 1997 Tentang Penyiaran, dalam Pasal 42 

ayat (2) huruf c menentukan bahwa: "siaran iklan niaga dilarang memuat 

iklan minuman keras dan sejenisnya, bahan/zat adiktif serta iklan yang 

menggambarkan penggunaan rokok";

5.1. Bahwa Tergugat asli I dengan melalui Tergugat asli III telah me 

nayangkan iklan rokok dalam bentuk iklan rokok yang menampilkan 

bungkus rokok dan isi rokok dengan waktu tayang sekurang-kurang- 

nya antara tanggal 25 Juni 2001 sampai dengan 28 Juni 2001 di 

media Tergugat asli VI, adalah merupakan perbuatan 
melawan 

hukum dan atau bertentangan dengan Undang-Undang 
No.24 tahun 

1997 Tentang Penyiaran di atas ; 
5.2. Bahwa.. 
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2001, 16 Juli 2001, 6 Agustus 2001, 13 Agustus 2001, dan 20 
gustus 2001, di media Tergugat asli VIIl, adalah merupakan per- 

buatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan Undang 

Undang No.40 tahun 1999 Tentang Pers di atas

" 

* 

Bahwa selain itu, tindakan-tindakan Para Tergugat asli di atasjuga ber- 

tentangan dengan prinsip ketelitian, kepatutan dan kehati-hatian, yang 
sudah diakui dalam doktrin dan praktek yurisprudensi di Indonesia; 

8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka terbukti secara fakta hukum 

bahwa Para Tergugat asli telah melakukan perbuatan yang bertentangan 
dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kesusilaan haik atau

adanya unsur-unsur kesalahan serta bertentangan dengan hak orang lain 

atau dengan kata lain adanya hak subyektif yang dilanggar. Pelanggaran 

1hak tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, dan atau Peraturan 
** 
Pemerintah, kepatutan, kesusilaan yang dilakukan dengan unsur sengaja j 

XERUGIAN YANG DITIMBULKAN 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, tindakan Para Tergugat asli telah AKAR nimbulkan akibat meningkatnya konsumsi rokok, baik peningkatan 

sumsi rokok perorang setiap batang/bungkusnya, yang menimbulkan 

hakin tingginya resiko kesehatan bagi yáng bersangkutan maupun pe- 

kok pasif yang berada di sekitar korban pada saat merokok ; 

2. Bahwa tindakan Para Tergugat asli sebagaimana diuraikan dalam fakta- 

fakta hukum di atas, menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat asli se- 

laku organisasi perlindungan konsumen atau perlindungan kesehatan non 

pemerintah, yang secara terus menerus telah melakukan ikhtiar dan upaya 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan, penanggulangan bahaya
rokok, yang antara ikhtiar dan upaya itu dilakukan Para Penggugat asli 

melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana telah disebutkan dalam BagianI 

mengenai Kedudukan Hukum dan Kepentingan Penggugat asli dalam 

sugatan ini ; 

3. Bahwa untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan berupa kampanye 
tandingan terhadap promosi yang dilakukan Para Tergugat asli, penanggu- 

langan



26 

langan |bahaya rokok diperlukan sejumlah biaya yang jumlahnya setara
dengan dana promisi yangg dikeluarkan Para Tergugat asli yang nilainya 

kuráng lebih Rp.500.000.000.000, (lima ratus milyar rupiah);

4. Bahwa Para Penggugat asli sebagai organisasi perlindungan konsumen 

atau perlindungan kesehatan non pemerintah telah mengeluarkan biaya 
untuk melakukan penelitian dan investigasi di lapangan serta upaya-upaya 
lainnya. Akibatnya dana yang dikeluarkan Para Penggugat asli menjadi

sia-sia, dan Penggugat asli harus melalui dari upaya dari awal kembali; 

5. Bahwa selain itu, akibat tindakan-tindakan di atas dapat menyebabkan 

berkurangnya kepercayaan masyarakat, yang secara langsung maupun 

tidak langsung dapat mengakibatkan bertambahnya waktu dan pekerjaan 

yang harus dilakukan oleh Para Penggugat asli sebagai organisasi-organi- 

sasi perlindungan konsumen atau perlindungan kesehatan non pemerintah 

antuk mengembalikan kepercayaan rakyat, sehingga tetap berpartisipasi 
dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan; 

6. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat-alat bukti yang 
SECE entik, maka kami mohon agar putisan dalam perkara ini dapat dijalan 

terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi, peninjauankem 

dan dan perlawanan; 
Beydasakan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat asli mohon agar 

MaHakim yang terhormat berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai 

berikut
PRIMAIR 
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan Para Penggugat sah secara hukum untuk mewakili kepentingan 

masyarakat di dalam penanggulangan bahaya rokok di Indonesia; 

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

(onrechtmatigedaad); 
4. Menyatakan Para Tergugat untuk mengeluarkan sejumlah dana untuk promosi

kesehatan secara t¡nggung renteng yang nilainya sama dengan total belanja 

iklan dan atau perolehan iklan, atau setara dengan Rp.500.000.000.000,- (lima 

ratusmilyar rupiah);

5. Memerintahkan.. 
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Bahwaipada tanggal 31 Mei 2002 Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat 
onpoisi telah menyampaikan berita tentang kesalahan/pelanggaran yang 

lakukanPenggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dalam hal penayangan 

kah rokok Djarun, sebagaimana dimuat dalam Harian Suara Pembaruan pada 
. 

tanggal 1 Juni 2002; 

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni. 2002 Para Tergugat Rekonpensi/Para 

Penggugat Konpensi telah menyampaikan penjelasan/informasi/berita di 

media masa tentang kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Penggugat Rekon- 

pensi/Tergugat I Konpensi dalam hal penayangan iklan rokok Djarum, se 

bagaimana dimuat dalam Harian Kompas pada tanggal 7 Juni 2002, Harian 

Suara Pembaruan pada tanggal 6 Juni 2002;

4 Bahwa Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi kembali me- 

yampaikan berita tentang kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Penggugat 

RekonpensiTergugat I Konpensi dalam hal penayangan iklan rokok Djarum, 

agaimana dimuat.dalam Harian Republik pada tanggal 11 Juni 2002; 
. 

.. 

** 

Bahwa melalui berita-berita di media' massa, tersebut terbentuk opini bahwa 

ar seakan-akan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah melaku

kPerbuatan Melawan Hukum sehingga mengakibatkan timbulnýa kerugian 

diderita Tergugat I sebagai akibat perbuagan Para Penggugat tersebut be- 

* 

a menurunnya jumlah permintaan produk Penggugat Rekonpensi/Tergugat 

Í Konpensi untuk dipasarkan; 

6. Bahwa tidak ada unsur-unsur lain yang menjadi penyebab turunnya permin- 

taan produk Tergugat I tersebut ; 
7. Adapun data-data kerugian yang dialami oleh Tergugat I adalah sebagai 

berikut
Permintaan Permintaan Penurunan Jumlah kerugian yang dialami 

bulan Mei bulan Juni juta batang) Pada bulan Juni 2002 

juta batang) juta batang)
2588,4 2267.9 320.5 Rp.10.063.492.747,92 

8. Bahwa .. 
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*** 

8 Bahwa dengan adanya penurunan permintaan pada bulan Juni 2002, maka 
gelas hal tersebut mengurangi pendapatan dan menimbulkan kerugian bagi 
Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi yang disebabkan oleh tindakan
Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi yang telah memberikan 
informasi/berita tentang kesalahan/pelanggaran dalam hal penayangan iklan

rokok Djarum di media massa; 
9. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi 

akibat tindakan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi yang 
telah memberikan informasi/berita, tentang kesalahan/pelanggaran pena- 
yangan iklan rokok Djarum di media massa adalah sebesar Rp.10.063.492. 

747,92 (sepuluh milyar enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua AG 
ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen) ; 

0/Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi ter- 
sebut dilakukan sebelum sidang pemeriksaan pertama dimulai/dilaksanakan 

: 

oleh karena mana jelas perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat 

Konpensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan 

ugianbagi Penggugat RekonpensiTergugat I Konpenisi 

hwa oleh karena telah terbukti Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat 
onpensi telah melakukan perbuatan melawän hukum yang menimbulkan 

erugian bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, maka adalah 

SEGE 

patut Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dibebani/dihukum 

untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I 

Konpensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) 
Dari apa yang diuraikan -diatas dalam jawaban ini, mohon Majelis Hakim ber 

kenan untuk memberikan putusan sebagai berikuí 
MENGADILI 

DALAM KONPENSI 
DALAM EKSEPSI
1. Menerima eksepsi Tergugat I; 
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sepanjang menyangkut 

Tergugat I; 
3. Atau.
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3. Atau setidak-tidaknya' menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat 
iterima;

4. Memerintahkan meneruskan perkara dalam Rekonpensi; 
DALAM POKOK PERKÁRA 
1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sepanjang menyangkut 

Tergugat I 
2. Atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di- 

terima; 
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

DALAM REKONPENSI 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk se 

luruhnya; 
2: Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi telah me- 

lakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Peng-

gugat Rekonpensi/T ergugat I Konpensi; 

ghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi secara

Manung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekon- 

senergugat I Konpensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Mghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Ter 

*** 

gugat I telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil : 

I. EKSEPSI KE-I (Pertama) 

Surat Gugatan Melanggar Hukum Acara Karena Surat Gugatan Mengga-

bungkan Di Dalam Satu Gugatan Perdata Dan Satu Nomor Register Perkara 

Atas Berbagai Perkara Dan Perbuatan Atau Peristiwa Hukum Yang Tidak 

Ada Kaitan Satu Sama Lain, Yaitu: 

1.1. Alasan Pertama Gugatan Terhadap Tergugat I, Tergugat II dan

Tergugat Lain Tidak Dapat Digabungg Satu Perkara. 

1.2. Alasan Kedua Gugatan Tidak Dapat Digabungkan Dalam Satu Per- 

kara 
Surat Gugatan Tidak Mendalilkan Bahwa Sembilan (9) Tergugat Me-

lakukan 
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akukan "Satu Perbuatan" Melanggar Hukum Secara Bersama-sama 
KMCainkan Penggugat Mendalilkan Masing-masing Tergugât I Sampai
Dengan Tergugat IX Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum
Berbeda Dan Secara Terpisah Dan Tidak Ada Kaitan Satu Sama Lain, . 

Sehingga Tidak Ada Alasan Untuk Menggabungkan Menjadi Satu 

Gugatan.
1.3. Alasan Ketiga Gugatan Tidak Dapat Digabungkan Dalam Satu Per- 

kara

Surat Gugatan Sendiri Harus Dinyatakan Kabur, Karena Gugatan Atas 

A Uang Sebesar Rp.500.000.000.000. (lima Ratus Milyar Rupiah) 
Tidak Jelas Kaitan Dan Peranan Dari Masing-masing Tergugat Atas 

Gugatan Uang Tersebut. 
Alasan Keempat Gugatan Tidák Digabungkan Dalam Satu Surat Gu- 

gatan Satu Perkara:
"Tidak Ada "Hubungannya Hukum" Antara Masing-masing Tergugat 

Satu Sama Lain Khususnya Tergugat I Dan Tergugat I, Sehingga ARA EGER 

Tidak Ada Alasan Untuk Menggabungkan Sebagai Para Tergugat Di 

EDalam Satu Surat Gugatan"

KsPSI KE-I (Kedun) 

S Gugatan Premature sebab: 

Apabila Para Penggugat mendalilkan mengambil tindakan hukum berdasar- 

kan Undang-Undang No.8/1999 maka termyata belum ditempuh Upaya 

Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar Pengadilan sebagaimana 

diwajibkan di dalam Pasal 45 (4) Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

II. EKSEPSI KE-II (Ketiga) 

Para Penggugat mengkaburkan gugatan Legal Standing" berdasarkan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No.8 tahun

1999) dengan gugatan "Tanpa Legal Standing" berdasarkan PP No.81/1999 

jo. PP No.38/2000 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan jo Undang 

Undang No.23 tahun 1992. 

EKSEPSI
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ERSEPSI KE-IV (Keempat) 
EKEPTIO STANDIO INJUDICIO" 
Sgat Gugatan Terhadap Tergugat I Pada Dasarmya Adalah Gugatan 

Pélanggaran Jam Tavang Dan Isi Iklan Rokok_(Objek PP No.81/1999) 
Bukan Mengenai Kwalitas Barang Dan Jasa (Objek Undang-Undang 
No.8/1999) Dan Para Penggugat Tidak Mempunyai Kwalitas Mengajukan 
Gugatan Legal Standing Berdasarkan Undang-Undang No.23/1992 atau 
PP No.81/1999 jo. PP No.38/2000. 

V. EKSEPSI KE-V (Kelima) 
"Sekiranyapun Gugatan Dimaksud Didasarkan Kepada Perlindungan Kon- 
sumen, Kwalitas Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan" (Vide Undang- 

Undang No.8/1999) Maka Penggugat I, Penggugat IIL, Penggugat IV Dan 
A 

PenggugatV Tidak Mempunyai Kwalitas Untuk Mengajukan Gugatan ini, 

sebab: Kegiatan Dari Penggugat I, I, V Dan V Bukan Dalam Bidang 

A 

Herlindungan Konsumen Atas Kwalitas Barang Dan Jasa Yang Diper- 

agangkan. 
EKSEPSI KE-VI (Keenam)

"Surat Gugatan Kabur Karena mencampuadukan Gugatan Legal Stan-

ding" (Hak Anggota Lembaga Swadaya Mgsyarakat) Dan Gugatan "Class 

Action"
VIL EKSEPSI KE-VII (Ketujuh) 

"Surat Gugatan Kurang Pihak sehingga harus dinyatakan Tidak Dapat Di 

terima" 

VIL EKSEPSI KE-VII (Kedelapan) 
"Gugatan Kurang Pihak" karena pihak otoritas (Pemerintah cq. Menteri 

Kesehatan) dan Menteri terkait tidak ikut digugat. 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan telah mengambil putusan yaitu putusannya tanggal 28 Maret 

2003 Nomor : 278/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel, yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut 

DALAM 
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Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya; 

Putisah mana dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para Pem- 

banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakata tanggal 3 Nopember

2003 No.448/Pdt/2003/PT.DKI; 
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

para Penggugat/para pembanding pada tanggal kemudian terhadapnya oleh para 

Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat 

kuasa khusus tanggal 18 Maret 2004 diajukan permohonan kasasi secara tertulis 

pada tanggal 23 Maret 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi 

No.278/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri 

akarta Selatan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang 

emuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut 

da tanggal 1 April 2004;

Menimbang, bahwa setelah itu, oleh para Tergugat/para Terbanding 

yang pada tanggal 16 April 2004 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari 

pgra Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima EGE 
paniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 April 2004; 

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beseta alasan-alasannya 

aberitahukan kepada pihak lawan dengan jeksama diajukan dalam teng 

ngaktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh 

ena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para. Pe-

mohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah 

1. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan putusannya berpendapat : "...

bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan tersebut sudah tepat benar maka segala_alasan dan

pertimbangan_hukun tersebut diambil_alih_meniadi _pertimbangan _hukum 

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut; 

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan memori 

banding dari Pembanding akan tetapi tidak terdapat hal-hal yang dapat me 
lemahkan putusan yang dimohonkan banding tersebut". (Putusan Pengadilan 

Tinggi, hal.7) 
Bahwa,
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Bahwa, oleh karena itu haruslah ditinjau kembali apakah pertimbangan hukum 

Mpighs Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; 

2 BAa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah _menerapkan_hukuzn. 
Dafam pertimbangannya Mejelis Hakim mengemukakan 

"Menimbang. bahwa baik PC.10a maupun P.C.10h keduanya adalah laporan 
atau informasi xang diberikanAC-Nielken kepada PenggKzat LOYLKD 
Menimbang, bahwa sebagai laporan atau informasi, maka bukti P.C.10a atau 

P.C.10b hanva dipersamakandengan bukti surat biaza karena dibuat tidak 

dengan maksud untuk dijadikan alat bukti, sebagaimana tertulis dalam setiap 

lembar laporan tersebut yang menerangkan bahwa Dokumenini sangat raha: 

sia dan hanva dimaksudkan untuk penggunaan secara intern oleh Yayasan 
embaga Konsumen Indonesia; 

Menimbang, bahwa laporan atau informasi sebagaimana terdapat dalam bukti 

.c.10a dan P.C.10b tersebut di atas dapat pala dipers amakan dengan kete 

rangan tertulis dari seseorang di luar persidangan ; 

RIenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 

ebukti P.C.10a dan bukti P.C.10b hanva mempuorvai nilai peimbuktian 

ai bukti bebas vang hanva merupakan bukti persangkaan dan yang tidak
muktikan.adanva fakta; "Putusan Pengadilán Negeri, hal. 264)" 

a2nilatan/nendapat. hukuan Maielis Hakim_(index facti terhadapn balkti 
adalah soal hukum yang takluk/tunduk pada pemeriksaan kasasi,Majelis telah

keliru dalam menerapkan hukum. Tidaklah mungkin P.c.10a dan P.C.10b 

diberikan oleh AC Nielsen kepada Penggugat I, tanpa ada maksud untuk

mengungkap dugaan pelanggaran-pelanggaran jam tayang iklan rokok oleh 

Para Tergugat, Ketentuan jam tayang iklan rokok menyangkut kepentingan 

ATum/publik yang seharusnya ditegakkan/dilindungi; 
3. Bahwa Pasal 37 Peräturan Pemerintah No.81 Tahun 1999 tentang Pengamanan 

Rokok bagi Kesehatan menentukan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 17 (ke- 

tentuan jam tayang iklan rokok di media elektronik) dan Pasal 18 huruff e 

(mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok), dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda se- 

besar ... 
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psRp.100.000.000,- (seratus juta ruplah). Substansi (fakta hukum) pada 
PCRh dan P.C.10b tidaklah dinegasikan Majelis Hakim, namun Majelis 

fngnberikan penilaian/pendapat hukum pada klasula "Dokumen_ ini sangat 
Tahasia_dan_hanva_dimaksudkan untuk_penggunaan_secara intern oleh 
Yavasan Lembaga Konsumen_Indonesia" ("for internal use only") yang 
terdapat pada P.C.10a dan P.C.10b. Bahwa oleh karenanya penilaian/pendapat 
hukum Majelis Hakim bertentangan dengan kepentingan umum/publik, 

pertimbangan mana harus dibatalkan Mahkamah Agung; 
4. Bahwa menurut Pasal 44 ayat (3) butir e Undang-Undang No.8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Para Pemohon Kasasi (Para Peng 

gugat) adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masvarakat yang 

bertugas melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat ter- 
o hadap pelaksanaan perlindungan konsunen dan atau perlindungan terhadap

kesehatan masvarakat (fiungsi kontrol sosial). Para Pemohon Kasasi secara 
konsisten telah melakukan tugas-tugas untuk kepentingan umum/publik 

dengan berkoordinasi dengan Direktorat NAPZA Badan Pengawasan Obat 

an Makanan (Badan POM) dan Departemen Kesehatan RL. yaitu melakukan 
antauan kesesuaian penavangan dan penampilan iklan rokok dengan per 

m perundarg-undangan vang berlakuPesal 64 Undang-Undang No.8 
tath 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 3 huruf e Peràturan 

shmerintah No.59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen 
Swadaya Masyarakat jo Undang-Undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan 

jo Peraturan Pemerintah No.81 tahun 1999. tentang Pengamanan Rokok bagi 

Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

No.38 tahun 2000); 
5. Bahwa materi gugatan Para Pemohon Kasasi yaitu: Penavangan dan penam

pilan iklan rokok dengan melanggar peraturan perundang-undangan vang 
berlaki, sebagai kelanjutan dari serangkalan 'somasi yang telah disampaikan 

Para Pemohon Kasasi gehelun gugatan daukan, adalah semata-mata antuk 

kepentingan urmun, dalam hal ini hak konsumen_atas keamanan, kesehatan 

dan keselamatan yang dijamin Pasal 4 butir a Undang.Undang No.8 tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen; 
6. Bahwa 

ART 
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wa meniirut urisprudensi Mahkamah Agung, yang tertuang dalam 

PEsan Mahkatphgung RI. tanggal 5 Juli 1972Nomor 27 K/Sip/1972, soal 

apaahsuathi perbnatan merupakan penghinaan adalahsuatu persoalan hukun
ng termasukwewetang pengadilan kasas! untuk menilainya. Pasal 1376 

Kitab Undang0ndang Hukum Perdata menentukan "Tuntutan perdata 

tentang peiiha K dapat dikabuilkan jika tidak ternyata adanya maksud
untuk menghhtryakSud N untuk menghinaitu tidak dianggap ada, iika si pem- 

buat nyata-nvata te berbuat untukkepentingan Umum atau untuk pembelaann 

darurat.terhadap.o 

dalam berita (gunt -guntingan koran/kliping) oleh Tergugat I (Termohon 

Kasasi ) dan CTermohon Kasasi I quod non, maka penilaian/ 

pendapat hukun aglis bahwa berita tersebut sudah tidak korektif (kontrol) 

ehingga menimbulkan antipati (Putusan Pengadilan Negeri, hal.269-270) 
sama sekalKtidak menguraikan bagian mana saja dari berita tersebut yang 

melampaui batas-batas kepatutan_dan kesusilagn. Pendapat Majelis Hakim 

yaBahwa seandainyapun benarapa yang dikutipkan 

Pengadilan Neger Jakarta Sclatan ini tidak didasarkan pada pertimbangarn 

hukun yang cukup (onvoldoende gemotiveerd), dan karenanya sesuai yuris- 

prudensi harus dibatalkan (Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 22 Juli 

1970 No.638, K/Pd/1969). Bahkan pertimbangan majelis ini bertentangan 

dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya, sebagaimana dikutip- 

kan sebagai berikut: 

"Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Lembaga-lembaga Swadaa 
Masyarakat yang tumbuh dan berkembang di tengah masvarakat secara

wajar atas_kehendak dan keinginan sendiri, yang bergerak dan didirikan 

atas dasar minat dan kepudulian mereka untuk memberikan perlindungan 

kepada konsumen dan atau perlindungan terhadap kesehatan masyarakat" 

(Putusan Pengadilan Negeri, hal.253) ; 

"Menimbang, bahwa dari anggaran dasar Para Penggugat tersebut, dapat di- 

ketahui bahwa Para Penggugat pada dasarnya mempunyai kepentingan dan 
kepeduliam yang _samg, yaitu kepedulian _atas_bahava merokok_bagi 

kesehatan pemakai dan atau keluarga sertalingkungannya ; (Putusan

Pengadilan Negeri, hal.254); 
"Menimbang, .. 
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AR 
nimbang bahwabahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Para 

Pgugat adálatambaga-lembaga Masyarakat yang tumbuh dan berkem 

azk atas këmatacndiri dan yang bergerak di bidang perlindungan kon- 

. men dar/atauyperlindungan kesehatan masyarakat, sehingga segala ke- 

giatan ParaPnssuga"adalah untuk kepentingan masyarakat" ; (Putusan 

Pengadilan Negerihal.253). 
7. Bahwa menurüt ispridensi, perbuatan mempertahankan_hak keperdataan 

tidaklah termasik perbxätan melawan hukum, vide Pasal 1365 Kitab Undang- 

Undang Hukuiedata (Putusan Mahkamah Agung No.562 K/Sip/1973 

tanggal 30 Desem
Putusan Mahkaaaelng No.908/Pdt/1991 tanggal 23 Agustus 1994), gpa 

A lagi somasi dan catarPara Pemohon Kasasi merupakan upaya memperta 

ohankan hak pubikdidrikepentingan umum,sebagaihak konstitusional, yaitu 

ahwa setiap orangsberhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

ehat (vide : Pasal38Uadang-Undang Dasar '45). 
8Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru dalam menerapkan 

ENm acara. Pelanggaran terhadap hukum acara termasuk wewenang perng 

dkasasi uintuk.imembatalkan putusan iudex facti. Terdapat pelanggar-pe 

ean hukum acara,sebagai berikut: 

BEhwa materi gugatan Para Pemohon Kasasi adalah penavangan dan pe 

ampilan iklanidrokok dengan_melanggar_peraturanperundanga 

undangan yang berlaku, namun ternyata 2 (dua) buah kotak VCD yang 

masing-masing terdiri dari 2 (dua) keping VCD'berisi rekaman substansi 
iklan rokokTergugatI dan II di media 

TergugatV dan VIL, dimana kedua VCD itu telah diputar di persidangan 
dengan pembatasan-pembatasan pemutaran dari Majelis Hakim, tidak diberi.

kan pertimbangan sama sekali dalam pertimbangan hukum maielis. Menurut 

hukum positif dan yurisprudensi, rekaman _merupakan alat bukti yang sah 

sebagaimana disebutkan berikut ini : 

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen

Perusahaan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Dokumen Perusahaan) 

menentukan 
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entukan Dokumen Perusahaan adalah, data, catatan dan atau ke- 

K toadgan yang dibuet dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pe- 

lakyanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun 
rekam dalam" bentuk_corak apapun yang dapat dilihat, dibaca_dan 

didengar Mcnurit Pasal 12 Undang-Undang tersebut lebih lanjut, mikro 

film merupakan alat bukti sah dokumen perusahaan (Lihat:Majalah
Hukum Varia Peradilan, Tahun XTI, No.144, September 1997). 
Dalam perkara-perkara perbuatan melawan hukum, seperti : pelanggaran 

hak milikintelektual kotak rekaman _kaset berikut kaset yang berisi 

rekaman lagu sudah lazim digunakan sebagai alat bukti di persidangan se 

AR bagai bahanpertimbangan hakim di dalam mengadili, disamping alat bukti 

tertulis dan alakbukti saksi, baik pada peradilan di Pengadilan Negeri,

engadilan Tinggiidan Mahkamah Agung (Lihat antara lain: Putusan 

MahkamahAgung RI. No.3219 K/Sip/1982 tanggal 30 September 1985 

jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.174/1978/PT.Perdata tanggal 16 

Rari 1982 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakartá Pusat No.59/1977/G 

NEG 

Aani 27 Oktober 1977, dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, 

4hun Jánuari 1986, hal.5-16). Jadi,majelis judex facti telah
EI. 

menkadiliEtidak.sesuai posita dan petitumgkugatan, bahkan maielis telah 

meanggar ásas audi et alteram partem.

Judex facti tidakikonsisten dalam memberikan penilaian hukum terhadap

alat buktibarang bukti yang diajukan para pihak, bahkan diskriminatif, 

jika judex factiakonsisten dengan pertimbangan: "Menimbang, ... 
maka 

bukti P.C:10atatau P.C.10b hanya dipersamakan dengan bukti surat biasa 

karena dibuat itidak dengan maksud untuk diiadikan alat bukti ...", maka 

bukti-bukti P.R1; P.R2, P.R3 dan P.R4 (bukti Termohon Kasasi I dan II) 

sama saja dengan bukti surat biasa yang hanya mempunya nilai pembuk- 

tian sebaga bukti bebas yang hanya merupakan bukti persangkaan dan 

yang tidak membuktikan adanya fakta.

Menurut yuirispridensi Mahkamah Agung RI, putusan_yang didasarkan 

pada kesimpulan-kesimpulan_vang tidak berdasarkan_pembuktian yang 
", 

diajukan

KA4 
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ARAR Eempernatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan 

Nndkngdang No14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan 

Undngyndang lainmya yang bersangkutan; 
MENGADILI : 

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi :1. YAYA 

SAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA, 2. YAYASAN LEMBAGA 

MENANGGULANGI MASALAH MEROKOK, 3. ¥AYASAN JANTUNG 

ANDOASIA, 4: ¥AYASAN WANITA INDONESIA TANPA TEMBAKAU, 

enghukum Para Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara

la tigkat kasasi n sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah 

Agung pada hari RABU, TANGGAL 13 JULI 2005, oleh H. Parman 

Soeparman, SHMH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung 

sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, SH. dan H.R. Imam Harjadi, SH. sebagai 

, 

Hakim-Hakim Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 

hari itu juga, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Arbijoto, SH. 

dan H.R. Imam Harjadi, SH. Hakim-Hakim Anggota, Asep Iwan Iriawan, SH. 

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh, kedug belah pihak 

Ketu a, Hakim-Hakim Anggota,
ttd/Arbijoto, SH. 
ttd/H.R. Imam Harjadi, SH. 

ttd. 
H. Parman Soeparman, SH.MH. 

Biaya kasasi: 
1. Meterai... ... Rp. 6.000,- 

Rp. 1.000,- 
3. Administrasi kasasi...... Rp.493.000, 

Panitera Pengganti, 
ttd 

Asep Iwan Iriawan, SH. 
2. Red aksi ... 

Untuk Salinan Jumlah .. Rp.500.000 UKAMAH AGUNG RI 
an. Panitera 

Pgra Muda Perdata, 

BAMING SUNUSI, SH.MH. 
NIP.0400 169 
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